PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SIDOAR]JO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT SIDODARJIO
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
_B¥ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDDARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHa ESA
BEUFATI KEPALA DAERAH TIMGKAT II SIDDARJO

Menimbang :a. bahwa dalam randka menunjang laju perkembangan
penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi
sacara cepat, tepat dan akurat diperlukan
pengolahan data secara elektronik

b. bahwa sehlbungan dengan maksud tersebut pada
huruf a konsideran menimbang ini, sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SO Tahun
1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kanteor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka
perlu membentuk Organisasi dan Tata KerjJa Kantor
Fengolahan Data Elektronik Di Kabupaten Daerah
Tingkat TI Sidoarjo, dengan menuangkan dalam
suatu Peraturan Daesrah.

Merngingat - Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fokok—

Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Fokok Kepegawalian

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun
1988 tentang Prosedur Penstapan Produk-produk
Hukum <i Lingkungan Departemen Dalam Negeri -

4. Keputusan Menteri 0Dalam Negeri Momor 1 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan
Sekretariat DPRD Tingkat I :

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat = Wilayvah/Dasrah Tingkat I1 dan
Sekretariat DPRD Tingkat IT



"Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan FKelompek Jabatan

Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala

Kantor Pengolzhan Data Elektronik dan selanjut

nya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasi-

kan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan

Data Elektronik.

BABR VI
PENCGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 17

{1} Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
Eepala Daerah sgetelah mendapat persetujuan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur.

{2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Seksl diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Daerah atas usul Kepals
Eantor Pengolahan Data Elektronik.

{3} Pengangkatan dan pemberhentian pemegang
Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuail
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal 138

{1} Jabatan Kepala Kantor Pengoclahan Data
Elektronik tidak boleh dirangkap.

(2} Apabila Kepala Kantor Pengolahan Data
Elektronik berhalangan dalam menialankan
tugasnya, Kepala EKantor Pengolahan Data
Elektronik dapat menunjuk Kepala 2ub Bagian
Tata Usaha atau =alah seorang Kepala Seksi
untuk mewakilinya".
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Ba B NVl
KETENTUAN PENMUTUP
Pasal A
14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

figar setiap orang dapat mengetahuinva,
memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah ini
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

s s ?Mympﬁﬁﬂ“”jﬂ Sidoarjo.
Ditetapkan di SIDDARJIO
pada tanggal 2 Marer 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
; BIFGTSN DAERAH TINGKAT 1T SIDOARIO 81 DOARJIO

P i

L P

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 154 / P Tahun 1998

A.n GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

-,
i

Drs. MASDRA3 JASIN
Pembina Utama Madya
NIP, 510 035 499

am Lembaran Daerah Kabupaten paerah Tingkat 1T

i dal .
0 SRR pada tanggal 18 Mei 1998.

sidaarjo Nomor 6 tahun 1998 Seri C

A.n. BUPATI KEPALA DA RAaH TK. IT
s T DiO}A R g4 B
Gekretaris Wi h/Daerah


http:Kabupat.en

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT I SIDOARJO
NOMOR : /o TAHUN 1598
TANGGAL : 2 AMAREF 1998

BAGAN SUSUNAN ORGAMISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT SIDOARIO

KEPALA KANTOR
PENGOLAHAN DATA

ELEKTRONIK
SUB BAGIAN
TaTA USAHA
SEKSI SEKSI
DATA MASUKAN PELAYANAN DATA
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Ditetapkan di : S 1 DO ARJO
pada tanggal : g -Arra-«F- 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
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PEJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SIDOARJID
NOMDR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTLUIKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan
pambangunan di Daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi
secara cepat, tepat, lengkap dan akurat, sesuvai dengan HKeputusan
Menteri Dalam NMegeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat I1 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomor 71 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat TII Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1992 telah
dilaksanakan pengolahan data elektronik di lingkungan Sekretariat
Wilavah/Dasrah Tingkat IT Sidoarjo oleh Sub Bagian Pengolahan Data
pada Bagian Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tinakat I
Sidoarjo.

Sesuai dengan perkembangan beban kerja pengolahan data
elektronik pada Sub Bagian Pengolahan Data di Bagian Organisasi
Sekretariat Wilayah/Daerah, Tingkat 11 Sidoarjo yang datanya tidak
hanya di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, tetapi
menyangkut pengolahan data yvang berada di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daarah Tingkat II Sidparjo, maka perlu penataan kembali
organisa=i pengolahan data elektronik menjadi suatu Unit Pelaksana
Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun
1996 telah disetujuli pembentukan organisasi Kantor Pengolahan Data
Elektronik Kabupaten Dasrzh Tingkat II Sidoarjo, dengan kedudukan
sabagai Unit Pelaksana Daerah.

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai ruang 1ingkup
sebagal unsur pelaksana pengolahan data secara elektronik wvang
melayani seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Raarah Tingkat 1T Sidoarjo.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pazal 1 s/d pa=sal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 T yang dimaksud dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku adalah
Kmputasan Menteri Pendayagunaan MNegara
Nomor ~+&4 tahun 199,5?-

Pasal 13 s/d pasal 1§ : cukup jelas.
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